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Koordinasi Inspektorat-BPK Harus Dibangun
SKPD Diharapkah Kelola Keuangan dengan Baik

Iarothamomengharapkan
antara Inspek-
torat, SKPD dan
BPK bisa bers-
inergi dalam
membantu tata:
kelola keuangan
yang baik, agar
bisaterwujudnya
masyarakat Sin-
tangyangcerdas,
berkualitas dan
bersih.

Hal demikian
dikemukakan
bupati saat per-
temuan antara BPK-RI den-
gan SKPD Sintang, belum
lama ini. “Koordinasi dengan

gelola keuangan yang baik, di-
harapkan SKPD agarmembuat
desain perencanaan berdasar-
kan taat asas dan gunakan
standaryangtepat. “Tatakelola
keuangan haruslah berencana,
dalam tata kelola keuangan

SINTANG-Bupati Sintang,

Jarot Winarno

pengendaliantatacéra men-

BPKharusdimanfaatkanbaik,
supaya membuat kita semua
: paham dengan
tata cara kelola
keuangan yang
baik;” kata Jarot.
Kemudian
WalkilBupatiSin-
tang, Askiman
mengucapkan
terimakasih ke-
.pada BPK telah
memberikan
tiga tahun ke-
pada Kabupaten
Sintang untuk
mendapatkan
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP). Ia juga mengatakan,
langkah kedepan tata kelola

haruslah benar-benar di per-
hatikan,” kata Askiman. Ketua
Tim BPK-RI Perwakilan Kalbar
mengatakan, pengelolaan tata
keuangan haruslah baik lagi.
Mohon dukungan kepada
seluruh SKPDyangadadiLing-
kungan Pemerintah Kabupat-
en Sintang untukmemberikan
danmenatatkeuangandengan

keuangan administrasi akan
diperketat mulai dari pen-
jagaan dan monitoring mulai
dari saat pelaksanaan, proses

“pelaksanaan dan hasil pelak-

sanaan haruslah diawasi.
“Kedepan bukan hanya

tata kelola administrasi yang

dipantau tetapi tata kelola

di lapangan harus baik, agar-

bersinergi dan mendapatkan

hasil yang terbaik,” katanya.
“Askiman menambahkan,

dalam memberikan pelayan-

an kepada masyarakat dan

menanggapi hal tata kelola
keuangan, harus sesuai den-

gan Standar Operasional

Prosedur (SOP). Dimana
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‘baik, sehingga bisa lebih mu-
dah dilihat. Sementara kaitan
dengan pemeriksaan peranan
BPK adalah untuk memeriksa
kerugian Negara yang di laku-

- kan SKPD serta memberikan

instruksi bagaimana tata cara
mengelola keuangan yang
baik dan benar agar tidak ada

. kerugian negara. (stm)
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